5 o’
< z z W
- 3 2 £
D > < DO T < > L
x < v _l < S — —_
g Wz S : <25
z @ < x F £ £ T3 o
(1] Y c S L A
< a < O wn I o = Z =
r - A_..r._ xr = == -— D | < 7
y £ 2 aow G S { m Y| < /8 5
< 30ZZu B O < /A I e E oz o
Sz<zE o 8§ . s E 98 EZfz 2y
ZIsEx z 28 = &Pz L & sEF4:R
c £ Jga X 23 2 € 4 S5 Z0¢r
FSS S >2 ) = 52 2 2 2
< j < o W 8L — - Ol= T @@ =
T o ¥ g9 5 = <
LLI A >0 a =
a O O — ) k% D - N
5 2 % < & E -2 9
< e 0 > 2 = o 2 g
z o5 < Y £ 7]
W - g p= .W m ad
= 5o 8 ) S
J 8 g z
© Eak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Suftan Syarif Kasim Riau

I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
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g- Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NgMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT
—_-
KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQH
=
SIZMSAH” yang ditulis oleh :
w
oLt
Natha : OPY MUSTIKA
2
QD
NIM™ 11820424649

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat menerima dan disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2022
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g ABSTRAK
-
Opy Mustika (2022) : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima Di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri
Hulu Menurut Figh Siyasah

1w eyd]

Penulisan ini di latar belakangi penulisan skripsi adalah maraknya pedagang
kafd lima (PKL). Dengan maraknya pedagang kaki lima (PKL) berbuntut pada
m%culnya berbagai masalah dan persoalan yang mengakibatkan pasar menjadi
semrawut dan tidak teratur sehingga menganggu ketertiban, serta kebersihan
lingkungan.

& Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana
Implementa3| Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri
Halu, dan apa faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Daerah
Nemor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di
Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, serta bagaimana perspektif Figh
Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat
Kabupaten Indragiri Hulu.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian field research. Sifat penelitian
bersifat analistis deskriptif kualitatif. Data diambil dari dua sumber yaitu primer
sekunder,dan tersier. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode
penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang
terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Perda nomor 9
tahun 2017 sudah sangat jelas pedagang kaki lima (PKL) memiliki hak, kewajiban,
daﬁ-‘f larangan yang harus ditepati, hanya saja di lapangan masih banyak pedagang kaki

lima (PKL) bahkan dari pihak pemerintahnya tidak menjalankan poin-poin dalam
undang undang dengan baik, sehingga pasar rakyat masih terlihat tidak bersih, rapih,
d@-tertlb Ditinjau juga dari figh siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat
datam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum
Iskam. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang
segiai dengan ketentuan Figh Siyasah.

Kata Kunci : Implementasi, Penataan dan Pedagang Kaki Lima
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aE KATA PENGANTAR
Q)
-
Assalamualaikum warohmatulahi wabarokatu

| &

1 d

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya

QU e

kepada penulis, sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan

ba@. Sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi besar
Méghammad SAW vyang telah berjasa dengan segala pengorban, beliau telah
w

mgmbawa umat dari dunia yang gelap menjadi dunia yang terang benderung serta

g
se%lu di ridhoi Allah SWT.

QD
< Skripsi ini merupakan hasil akhir dan persyaratan untuk memperolehh gelar

sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak mendapat
dukungan. Oleh karena itu, selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

=

Keluarga tercinta yaitu Alm. Ayahanda (Drs.M Rasyid ), lbunda (Seri) ,
Kakak Laki-laki ( M Igbal Al Parani S.H,M.H) yang telah memotivasi dan
membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan
semangat dan do’a merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat

pada waktunya.

N

Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau,
beserta jajarannya yakni lbuk Dr.Helmiati,M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN

Suska Riau, Bapak Dr, H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN
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Suska Riau, dan Bapak Edi Erwan , S.Pt,M.Sc,Ph.D selaku Wakil Rektor 11l
UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta
jajaranya yakni Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan | sekaligus
Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil
Dekan Il Fakultas Syariah dan Hukum, Ibuk Dr.Sofia Hardani, M.Ag yang
telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.

Bapak Rahman Alwi, M.Ag Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan
Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata
Negara yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Dosen
Pembimbing skripsi yang selalu senantiasa membantu dan membimbing
jalannya perbuatan skripsi sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan

baik dan benar.

. Terimakasih kepada Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Pembimbing

Akademik , yang telah membimbing dan mengarahkan baik dalam
perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.

Kepada Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku Kepala
Perpustakaan Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
beserta karyawan karyawati, yang telah memudahkan penulis dalam

peminjam buku sebagai referensi bagi penulis.
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TIB. Kepada Bapak Said sholichin selaku Kepala UPTD Pasar Rakyat kota Rengat,
; Bapak H Boby Rachmat selaku Kepala Satuan Pilisi Praja beserta jajarannya
E’ yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi
2 penulis dalam proses tersebut.

g. M.Aldyansyah, S.Kom, Hayuma Boy Haki, S.Kom, Okti Susanti S.P,
i Novitasari,S.H, Teuku Bahri Sidig, S.H, Riri Yolanda Putri ,S.H, Xcel,S.H
‘E_ selaku teman yang selalu memberi dukungan, masukan dan motivasi
Q;:;; sehingga penulis semangat dalam mengerjain skripsi.

g10. Keluarga Hukum Tata Negara (Siyasah) khususnya Hukum Tata Negara E

dan Teman-teman angkatan 2018 yang telah banyak membantu dan

memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku

perkuliahan.

Penulis menyadari maish banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik
secara teori maupun penulisan yang sesuai dengan karya ilmiah. Semoga Allah

seﬁ&ntiasa menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan jauh yang siapapun

}

o
yaRg membacanya. Aamiin
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 24 November 2022
Penulis

OPY MUSTIKA
NIM: 11820424649
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Latar Belakang Masalah

- Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah
istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak.
Secara “etimologi”’atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis

ekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja

d B)sSng NIN Al

P
“dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali

nei

dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang
tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau
tetap.!

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menjalankan kegiatan
usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau

perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang, dan mempergunakan

ta

w
-
E-Iahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Lokasi pedagang kaki lima biasa
%berjualan akan menyebabkan lalu lintas yang terganggu, lingkungan menjadi
B8
~ jelek, semrawut dan kotor. Kehadiran pedagang kaki lima menimbulkan
=
£
<
(g°]
-t
W
::
]
=)
Lo =
D
é_— 'Dikutip dari https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima, diakses pada

gal 11 Oktober 2022 pukul 14.33
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©

gpersoalan baik dalam persoalan ketertiban dan ketentraman umum, keamanan,
= ] )

o Maupun kebersihan.

o

o Sedangkan di Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 5
=

—-yang berbunyi “ Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah
=
—pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan saran
usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas

sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta

d BYSNS NI

yang bersifat sementara/ tidak menetap”.

nei

Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang makin mendesak
dalam rangka meratakan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. terciptanya
perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas demi tercapainya
perekonomian nasional yang baik merupakan pencerminan yang terdapat dalam
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4 “Perckonomian nasional
diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
: ekonomi nasional”.

Jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan terhadap lapangan

pekerjaan yang tinggi pula. Salah satu lapangan pekerjaan yang banyak diminati

JO| AJISIdATU) dDTUIB[S] d)€)S

’Indira Paramita Citra Murti, “ Jejaringan Kekuasaan Komunitas Studi Kasus Eksitensi PKL
N(gQ-RESMI di Jalan Tentara Genie Pelajar, ”(Disertai: Universitas Airlangga,2012,h.4

% Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran
Negara Republik Indonesia, Nomor 75, 1959. Tentang Undang-Undang Dasar, Pasal 33 ayat (4)
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©
T adalah pekerjaan dalam sektor perdagangan. Berdagang adalah salah satu upaya

dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tukar menukar barang dan jasa antara
penjual dan pembeli. Tempat perdagangan menjadi pusat keramaian yang
mendatangkan beberapa permasalahan dan keluhan dari masyarakat adalah
sebuah pasar tradisional.

Salah satu sektor informal yang ada di Indonesia adalah pedagang kaki
lima. Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha

perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak

neiy exsns NIN 1w eydio ye

bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan
bangunan milik pemerintahan dan/ atau swasta yang bersifat sementara/ tidak
menetep.* Pedagang kaki lima merupakan salah satu bagian dari sektor informal
yang memiliki karakteristik umum berseberangan dengan sektor formal.’

Pasar menjadi target sasaran dalam mencari kebutuhan sehari-hari
maupun dalam memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat. Seperti pada
umumnya pasar tradisional hampir memiliki para pedagang yang mencari
keuntungan sebesar-besarnya dan tidak menghiraukan peraturan yang ditetapkan
oleh pemerintah, yang menyebabkan permasalahan yang merugikan pemerintah,

dan meresahkan masyarakat lainnya.

ARISIdATU) DTWE]S] 3)L)S

* Indonesia,Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017,Lembaran
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Dderah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017 Nomor 9, tentang Penataan Dan Pemberdayaan
Pe@gang Kaki Lima, Pasal 1 ayat 5

Sarmita. Mei 2017,”Studi Tentang Pedagang Kaki Lima(PKL) di Kawasan Nusa Dua-Bali”.
Jumal limiah 1imu social. Volume 3, Nomor 1, 6 Desember 2020, him.52
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Keberadaan PKL menimbulkan masalah sosial di antaranya dari sisi

_tingkat gangguan yang ditimbulkan karena dipandang menghambat lalu lintas,
merusak keindahan kota, membuat lingkungan menjadi kotor akibat membuang
:sampah sembarangan. Untuk mengatasi masalah sosial yang ditimbulkan oleh
PKL pemerintah seringkali mengambil kebijakan yang kurang menguntungkan
bagi PKL, terutama dalam program penataan kota. Hal ini dapat terjadi karena

kurang komprehensifnya pengetahuan tentang keberadaan PKL.

Figh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Objek kajian Figh Siyasah secara substansial berkaitan dengan

ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:.

1.

2.

[1SeY] JIIeAg uej[ng jo A}JISIdATU() DTWIR]S] d)e}S
(2]

w

e

o

7.

Hak-hak individu dalam bernegara;

Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara;

Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara;

Strategi  operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi
mencapai ledersitas suatu pemerintahan;

Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan
negara;

Pelaksanaan demokrasi politik;

Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan; dan
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8. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.’

Penelitian ini didasarkan prespektif figih siyasah, karena figih siyasah
merupakan suatu aspek yang menjabarkan tentang hukum islam, yang mengatur
:kemaslahatan umat yang berbentuk pengaturan, dan segala bentuk hukum, yang
dibuat oleh seorang pemimpin sesuai dengan ajaran syariat.

Dalam konsep figih siyasah dikenal dengan siyasah dusturiyah (Politik

Perundang-undangan) membahas mengenai hubungan pemerintah dengan

¥ ejysns Ninilw eydio yeq @

masyarakat serta kelembagaan lainnya yang diatur berdasarkan peraturan yang

nei

berlaku.

Ulil amri akan dekat dengan kewenangan dan kekuasaan (authority dan
power), berjalan berdasarkan pada kewenangan, dan kekuasaan. Ulil amri dapat
dikaitan dengan kepala daerah yang berperan dalam menjalankan kekuasaan dan
kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku dan dapat mengeluarkan
peraturan baru yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Dalam Al-

E—jQur’an Surah An-Nisa (4):59 yang berbunyi :

& )
Geosh 3 A 6 S AU Ul I3 Al i 1Al B4 S 6T
o “ i

2 b en e G5 SN sl A O3 REST0) U3 & By 8353
CArtinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah

Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara
kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur’an) dan Rasulnya
(as-Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari

w
[1sey] JiieAg ugj[ng jo AJIsIaAIu

® Saebani, Beni Ahmad, Figih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung, Pustaka
ia, 2008), him 36
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kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”. (Q.S. An-Nisa/4 : 59).

M. Quraish Shihab seorang ulama tafsir di dalam kitab tafsirnya Tafsir

Al-Mishbah, berpendapat bahwa ayat di atas mengandung informasi tentang

llw ejdio jeH @

— dalil-dalil hukum syari’at yaitu Al-Qur’an dan Sunnah yang disampaikan melalui

n

Eperintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian ijma’ yang di

C:’osyaratkan dengan ulil al-amri minkum, lalu analogi atau giyas yang dipahami dari

3 S

o perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur’an dan

A

o Sunnah, dan ini tentunya dilakukan dengan cara berijtihad.’

n

J. Suyuthi Pulungan di dalam bukunya Figh Siyasah Ajaran Sejarah Dan
Pemikiran, mengatakan bahwa ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang
penting ditunaikan oleh umat islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan
Ulul Amri. Di mana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan
kekuasaan untuk mengembangkan suatu urusan atau tugas Rasul Saw. Dalam

merupakan pemimpin yang adil dan amanah dalam kepimpinannya.®

w
-
Y] -8 . : L .
e Dalam pengelolaan Pasar Rakyat kondisi dan Kinerja pasar yang terjadi
E—-saat ini sangat berhubungan dengan model pengelolaan pasar. Pasar yang
B8
~ pengelolaannya melibatkan partisipasi aktif pedagang dan warga pasar akan
=
E-semakin baik keadaanya antara lain tercermin dalam hal kebersihan, ketertiban,
(g°]
-t
W
::
Lot
S-, " M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 2,
(Tapgerang Selatan:Lentera Hati, 2016), h. 587

8 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta :

RataGrafindo Persada, 1997), h. 66.

eg[n
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©
T keuangan, partisipasi sosial, kebersamaan, kemajuan, dan kesejahteraan para

10 ).

_pedagang.

Kota Rengat adalah merupakan salah satu kecamatan dan sekaligus
:sebagai ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Indonesia. yang memiliki 6
Kelurahan dan 10 Desa.? Kota ini dilalui Sungai Indragiri. Penduduk asli daerah
ini adalah Suku Melayu. Beberapa suku lain sebagai suku pendatang di Rengat

adalah suku Jawa, Minang, Batak, Tionghoa, dan sebagai suku pedalamannya

Y e)ysns NIn!lw eyd

disebut dengan Suku Talang Mamak yang dahulunya masih bermukim di alam

nei

hutan yang lebat, sampai saat ini masih ada walaupun sudah mulai ada
pembauran dengan masyarakat sekitar hutan tempatanya.*°

Kota Rengat yang terus mengalami kemajuan dalam hal pembangunan,
namun juga memiliki berbagai masalah sosial yang kompleks. Salah satu
masalah tersebut adalah penataan PKL."

Pemerintah Kota Rengat telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani
gangguan dari kegiatan ekonomi informal PKL tersebut, mulai dari model
penggusuran yang selama ini banyak dialami PKL sampai dengan memberikan
.pendidikan dan pelatihan tentang menjaga ketertiban dan keteraturan kepada

PKL. Keberadaan PKL yang dinilai cukup mengganggu ketertiban, kenyamanan

ISIPATIU[) DITUIB]S] 9}e}g

*Dikutip dari https:/id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar kecamatan dan kelurahan di kabupaten
Indfagiri_Hulu, diakses pada tanggal 17 oktober 2021
“Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Rengat,_Indragiri_Hulu#Pembantaian, Rengat,

(0]

didkses pada tanggal 17 oktober 2021

"Muhammad Harenggi,” PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 02 TAHUN 2012

V)
TI£J-TANG PENGELOLAAN F:EDAGANG KAKI LIMA MENURUT FIQH SIYASAH (STUDI PASAR
TUGU BANDAR LAMPUNG) ™ Disertai: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019),h.15

[1sey jrredg ufy)


https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
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https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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©
I dan keindahan kota, salah satunya di Pasar Rakyat Indragiri Hulu Kegiatan PKL

10 ).

_di Pasar Rakyat ini sering kali tidak mengindahkan aturan yang ada, misalnya
membuka lapak jualan sampai di badan jalanan tidak memperhatikan
:kebersihan, sehingga mengganggu pengguna jalan dan ketertiban. Namun di sisi
lain PKL juga memiliki hak untuk bertahan hidup, PKL memiliki hak untuk
mensejahterakan keluarga.

Salah satu kebijakan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam

Y e)ysns NIn!iw eyd

menangani masalah PKL, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9

nei

Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam Pasal 1 ayat (6)
yang berbunyi:

“Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah
melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, penertiban dan
penghapusan lokasi PKL, dengan memperhatikan kepentingan umum, social,
estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Daerah merupakan wujud pemberian kewenangan yang

Turefsy aje}s

diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan. Sebagai wujud pengaturan terhadap daerah,

hampir setiap kota/kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah dalam mengatur

[1sey[ JIreAg uej[ng jo A3IsIdAru) d
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©
T masalah daerahnya, salah satunya ialah mengenai ketertiban, kebersihan, dan

keindahan.

10 ).

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan di Pasar
:Rakyat kota Rengat kabupaten Indragiri Hulu, bahwasanya penulis masih
menemukan gejala-gejala yang terjadi di lapangan sebagai berikut:
1. Masih ada pedagang kaki lima yang menggunakan jalan umum sebagai
tempat berjualan

2. Masih kurangnya tindakan dari UPTD Pasar Rakyat dan SATPOL PP

nery exsng Nin d!iw eyd

dalam melakukan penataan para pedagang kaki lima.

Berangkat dari gejala-gejala tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik
untuk melakukan penelitian berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang
berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat

Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Figh Siyasah”

Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendekati kepada masalah yang

dTUIe|S] 3}e}S

“diinginkan. Maka Penulis membatasi masalah yang diteliti dalam skripsi ini

ATU[)

-mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang

ISI9

_Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Rakyat Kabupaten

D

12 Eka N.A.M. Sihombing, “Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan
ah”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No.3, 2016, him.286

[1sey] Juredg uejgng jo 43
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©
glndragiri Hulu, dan faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Peraturan

-
o Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

o
o Kaki Lima di Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, serta perspektif Figh

=
—-Siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang

=
— Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat

iKabupaten Indragiri Hulu.
c
w
—
Co Rumusan Masalah
o)
o 1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
c
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat
Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu?
ms. Bagaimana perspektif ~ Figh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan
E- Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan
et Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu?
B8
-
DC Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

di sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.

[1sey] JireAg uej[ng jo A}ISIdATU
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11

Untuk mengetahui Apa faktor-faktor yang menjadi kendala
implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Rakyat
Kabupaten Indragiri Hulu.

Untuk mengetahui bagaimana perspektif ~ Figh Siyasah terhadap
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar

Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar
sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam
menggembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata
Negara (Siyasah).

Penelitian ini berguna untuk UPTD Pasar Rakyat, Satpol PP dan

Pedagang Kaki Lima Kota Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
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KAJIAN PUSTAKA

}d1oeH @

A;

I e

Kerangka Teoritis
-1. Pedagang Kaki Lima (PKL)
a. Pengertian Pedagang Kaki Lima
Istilah pedagang kaki lima (PKL) berasal dari zaman Raffles yaitu “5

(five) feets “ yang berarti jalur pejalan kaki pinggir jalan selebar lima kaki. Jalur

d BIsSng NIN X!

“pejalan kaki tersebut lama kelamaan dipaksa untuk area berjualan pedagang kecil

nei

seperti bakso, mie goreng, warung kelontong, tambal ban, penjual obat, sepatu,
mainan, warung makan dan lain-lain."?

Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku
usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha
bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas social,
fasilitas umum, lahan dan bnagunan milik pemerintah dan/atua swasta yang
bersifat sementara/tidak menetap.**

Sedangkan di Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 5

* 113

yang berbunyi “ Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah

[] dTurejsjy ajejlg

-pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan saran

ATU

3 Sumarwanto, Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Keserasian Dan Ruang Publik
,Di Semarang. Jurnal limiah UNTAG Semarang, Volume 01, 2012.HIm.86

' Indonesia,Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2017,Lembaran
Dagr'ah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2017 Nomor 9, tentang Penataan Dan Pemberdayaan

=
ng o Afrsia
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©
Tusaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas

503|al fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta
yang bersifat sementara/ tidak menetap”.

Sementara itu, sumber lain istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang
yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki
pedagang, maka berjumlah 5, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL.

Dalam Kamus Besar Indonesia, makna istilah kaki lima itu mempunyai

art1 ”lantai (tangga) di muka pintu atau tepi jalan” dan “lantai diberi beratap

nery exsng Nin ! iw ejdio ye

sebagai penghubung rumah dengan rumah”.*

Pengertian diatas lebih mirip dengan trotoar yang luasnya lima kaki atau
1,5 meter yang dibuat masa penjajahan (Belanda dan Inggris). Namun dalam
pengertian yang dimaksud kamus itu bisa diartikan dengan emperan toko.
Karenanya, selain trotoar , PKL juga berjualan diemperan toko.

PKL didefinisikan sebagai penjual yang menjajankan jualannya dengan
menempati fasilitas- fasilitas umum dan tidak memiliki izin. Menurut Mc. Gee
dan Yeung, mengartikan PKL sama dengan “hawkers” yang didefinisikan
sebagal orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat
yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan

trotoar.®

0 AJISIdATU) DTWR[S] 3)e)S

5 Dikutip dari , https://sc.syekhnuriati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214112210091.pdf,
DiEURj’ses pada tanggal 18 oktober 2022

=3 1 Hasanuddin, Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasat Tanah Abang.

Jug;ral llmiah Akuntansi dan Manajemen, Volume 15, Nomor 01 mei 2019. HIm 62.

[1se) JlueAg u
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Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pedagang kaki lima (PKL)
_pada awalnya merupakan jalur pejalan kaki pinggir jalan selebar lima kaki.
Selanjutnya jalur pejalan kaki tersebut lama kelamaan dipaksa untuk area
:berjualan pedagang kecil seperti bakso, mie goreng, warung kelontong, tambal
ban, penjual obat, sepatu, mainan, warung makan dan lain-lain.
1. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima, yaitu:*’

a. Pedagang kaki lima pada umunya mempunyai modal kecil dan tidak

nery exsng Nin d!lw ejdiodeH o

mempunyai usaha menetap, pedagang di emperan depan toko, di
pinggiran jalan, trotoar, diatas got, di taman, dan areal parkiran dan
tempat-tempat ramai.

b. Jam berdagang tidak tentu, ada pagi, siang, sore, dan malam hari, bahkan
ada yang dari pagi sampai sore hari dengan berbagai macam jenis
dagangan.

c. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), tanaman
hias, pakaian, barang-barang konsumsi lainnya yang tidak lama secara
eceran.

d. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas

pada usaha pedagang kaki lima.

AJISIIATU) DTWE]S] 3)L)S

" Rachmawati Madjid, Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di DKI
ta, Vol. 1 No. 3 tahun 2013 him 64

3[ng jo
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e. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka,
menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja, dsb, konstruksi
bangunan darurat, semi permanen dan tanpa bangunan.

f. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap
lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.

2. Karakteristik PKL

Salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di

¥ e)ysng NIny!lw ejdido ey @

kota Rengat adalah dampak dari meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak

nei

seimbang dengan peluang lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang
pendidikan. Selain itu peluang kerja terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan
disektor formal memerlukan persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para
tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Dengan demikian banyak tenaga kerja
yang beralih sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima sebagai salah
satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup potensial. ‘8

Munculnya sektor informal yang mempunyai potensi yang cukup

menjanjikan menyebabkan timbulnya PKL yang semakin hari semakin

Turefsy aje}s

bertambah banyak, akan tetapi keberadaan pedgaang kaki lima (PKL) memang

tidak bisa dilepaskan dai tumbuh kembangnya suatu wilayah. Demikian halnya

yang terjadi di wilayah Kota Rengat, maraknya keberadaan pedagang yang biasa

Ajrs1aarun d

“memanfaatkan pinggir jalan raya sama pesatnya dengan perkembangan kota itu

' Muhammad Harenggi, pelaksanaan Perraturan Daerah No0.02 tahun 2012 tentang
Pehgelolaan Pedagang Kaki Lima Menurut Figh Siyasah (Studi Pasar Tugu Bandar

&ns go

la;gvung”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019),h.66

[1se)| Juedg
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L sendiri. sangat wajar jika pemerintah berupaya melakukan penataan terhadap

qe

o menjamurnya pedgaang tersebut, dan sangatlah wajar apabila saat melaksanakan

be

pe

¥ e)ysng NN !lw eyd

3.

nei

penataan kadang-kadang timbul kesalahpahaman.*®

Masalah penataan PKL memang memunculkan dua sisi yang saling

rtentangan, ibarat dua sisi mata uang, apabila saat melakukan penataan

terhadap tujuanyang berbeda dan saling bertentangan anatara pedagang dan

merintah.”
Dampak Keberadaan PKL

Munculnya Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL telah

memberikan banyak dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Di

a.

bawah ini akan diuraikan beberapa dampak positif dan negatif:*
Positif
1) Membetikan lapangan pekerjaan;
2) lkut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3) Ikut meningkatkan pendapatan retribusi daerah:
4) Menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan;
Negatif
1) PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur penjalan

kaki/pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya.

Jo AQJISIdATU) dDTUIR[S] d)€)S

5]
Kaﬁé Li

' 1bid,h.66
*%ibid.,h.67
2! Fahrur Rozi, kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penataan Pedagang
ma”.(makalah dalam Lokakarya Pembinaan Sektor Informal,Jakarta: kantor Lingkungan

Hi§]p,1985),h.50

[1se)| Juedg
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; Alasannnya karena aksesbilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar

; untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah

E’ penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

2 akibat keberadaan PKL tersebut;

Z 2) Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak

i terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan

‘E_ kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan

Q;E; hak PKL;

g 3) Pedagang kaki lima mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang
kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya
secara formal,

4) Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki

berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal.
Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang
cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan
toko. Selain itu, beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para
pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas.?

Ditinjau dari sisi positifnya, sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL)

merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang
tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka

pengangguran. Kehadiran PKL di ruang kota juga dapat meningkatkan vitalitas

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buele|iq ‘'z
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22 |pid.,h.51
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©
T bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan

10 ).

antara fungsi pelayanan kota yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, PKL
juga memberikan pelayanan kepada masyarakt yang beraktivitas di sektor lokasi
PKL, sehingga mereka mendapat pelayanan yang mudah dan cepat untuk
mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga

yang relatif terjangkau oleh pembelinya, dimana pembeli utamanya adalah

Y e)ysns NN y!lw eyd

masyarakat menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah. Keberadaan

nei

PKL bisa menjadi potensi pariwisata yang cukup menjanjikan, sehingga
keberadaan PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota. Dampak positif lainnya
terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal memilki
karakteristik efisien dan ekonomis. %

Hal ini dikarenakakn usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan
modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama
sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar. Sisi negatif,

karakteristik PKL yang meggunakan ruang untuk kepentingan umum, terutama

Turefsy aje}s

di pinggir jalan dan trotoar untuk melakukan aktivitasnya yang mengakibatkan
tidak berfungsinya sarana-sarana kepentingan umum.

Tidak tertampung nya kegiatan PKL di ruang perkotaan, menyebabkan

Ajrs1aarun d

'pola dan struktur kota modern dan tradisional berbaur menjadi satu hingga

28 Muhammad Harenggi,op.cit.,h.69
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©
T menimbulkan suatu tampilan yang kontras. Bangunan modern nan megah

10 ).

_berdampingan dengan banguan sederhana bahkan cendrung kumuh. Perlu adanya
upaya yang terpadu dari pihak terkait untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima ini
:sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya.
Hal tersebut berakibatkan penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh
semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua

lahan kosong yang strategis merupakan hak PKL. PKL mengambil ruang

Y e)ysns NN !lw eyd

dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga

nei

peruntukannya secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur
pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya.?

Alasannya karena aksesbilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar
untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan
ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan
Pedagang kaki lima tersebut.

Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki

berdesak-desakan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal. Mengganggu

Turefsy aje}s

kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong
jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa

tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan

Ajrs1aarun d

mengganggu kelancaran lalu lintas.?

24 |bid.,h.70
% hid.,h.71
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g. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima

; Menurut Mc Gee dan Yesun, bahwa pola ruang aktivitas PKL sangat
E’dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai
gkegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan
zkonsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus
imengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang
‘E_berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang.

Q;E; Komponen penataan ruang sektor informal. Antara lain meliputi:

QD

< 1. Lokasi

Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Goenadi Malang Joedo penentuan lokasi
yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai
berikut:

a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada
waktu yang relatif sama, sepanjang hari;

b. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan
perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering
dikunjungi dalam jumlah besar;

c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki
lima dengan calon pembeli walaupun dilakukan dalam rangka relatif
sempit;

d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

[1SeY] JIIeAg uej[ng jo A}JISIdATU() DTWIR]S] d)e}S
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Mc Gee menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpuk-simpul

ada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang

P
dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.
:2. Waktu berdagang

Menurut Mc Gee dan Yesung dari penelitian di kota-kota di Asia

Tenggara menunjukkan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama

dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan

Y eysns Ninilw eydido yeq @

PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan keduanya cenderung

nei

sejalan.
3. Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan menurut Mc Gee dan Yesung

sangat di pengaruhi oleh sifat pelayanan PKL%

5. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017
Dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945, hukum
perundang-undangan meliputi UUD, Tap MPR, UU, Perppu, PP, Keppres,

Keputusan Menteri, Keputusan Kepala LNPD, dan Keputusan Direktur Jenderal

Turefsy aje}s

dan seterusnya. UUD dan Tap MPR ditetapkan oleh MPR, sedangkan undang-
undang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara itu,

(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) ditetapkan oleh Presiden,

Ajrs1aarun d

tetapi dalam masa sidang berikutnya harus sudah mendapat persetujuan DPR.

L

%6 Didik J Rachbini; Abdul Hamid, Ekonomi Informal Perkotaan, (Jakarta: PT. Pustaka
S Indonesia, 1994), him 107
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©
g\]ika disetujui Perppu meningkat statusnya menjadi undang-undang, dan jika

-
o ditolak oleh DPR, maka perppu itu harus dicabut dan tidak dapat lagi diajukan ke

1 d

o DPR dalam masa persidangan berikutnya.

Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan sendiri oleh Pemerintah tanpa harus
disetujui DPR. PP biasanya dibuat atas perintah UU atau untuk melaksanakan
suatu UU. Oleh karena itu, PP tidak bisa berdiri sendiri tanpa pendelegasian

materiil dari UU yang sudah ada lebih dahulu. Adapun Keputusan Presiden,

EXSNS NIN T

odibentuk sendiri oleh Presiden tanpa perlu dikaitkan dengan pendelegasian

e

< materiil dari UU. Artinya, materi yang dimuat dalam Keppres dapat sepenuhnya
bersifat mandiri dalam rangka kewenangan Presiden, baik sebagai Kepala Negara
maupun Kepala Pemerintahan. Keputusan Presiden dapat saja dibuat untuk
melaksanakan perintah UUD, perintah GBHN, perintah undang-undnag, ataupun
perintah PP. Di bawah keppres, ada keputusan Menteri, Keputusan Kepala
LPND, dan Keputusan Direktur Jenderal yang semuanya bersifat operasional
dalam rangka pelaksanaan tugas menteri menurut bidang tugasnya masing-
masing.

Di tingkat daerah, ada pula Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota, Keptutusan Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Walikota,
dan sebagainya. Ketentuan mengenai pembuatan hukum ditingkat daerah ini,
'sebagiannya juga mengikuti pola ditingkat pusat. Misalnya, Peraturan Daerah

dibuat oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD. Akan tetapi, DPRD sendiri

dapat pula berinisiatif mengajukan Rancangan Perda seperti hak inisiatif DPR

[1SeY] JIIeAg uej[ng jo A}JISIdATU() DTWIR]S] d)e}S
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©
gpusat untuk mengajukan RUU tertentu kepada pemerintah. Akan tetapi karena

-
o rekstrukturisasi pemerintahan daerah dalam rangka kebijaksanaan desentralisasi
o

o dan otonomi daerah di masa yang akan datang, ketentuan mengenai pembuatan

=
—-hukum seperti ini masih harus diisesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan

kebijaksanaan desentralisasi itu nantinya.?’
Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh DPRD (provinsi atau kabupaten/kota) dengan persetujuan bersama

d BISNS NIN X

kepaal daerah, termasuk Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat, yakni

nei

peraturan yang dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya. Contoh
“peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan®,
antara lain Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.

Kewajiban, hak, dan larangan pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2017 di jelaskan pasal 39. Yaitu:

a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;

o

Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diterapkan;

o

Mendapatkan informasi dan sosialisasi dan pemberitahuan terkait dengan

kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;

o

Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supersive dan pendampingan;

®

Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan

AJISIIATU) DTWE]S] 3)L)S

dengan mitra Bank.

20

27 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika,
), him7-8

dng jo
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Selain menjalankan kewajibannya, para PKL juga memiliki kewajiban

yang diatur pasal 40, yaitu:

o

o

o

=h

[1SeY] JIIeAg uej[ng jo A}JISIdATU() DTWIR]S] d)e}S

Mematuhi ketentuan perundang-undangan

Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh bupati;
Memeliharaan keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan
lingkungan tempat usaha;

Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan
dagangan dengan tertib dan teratur;

Tidak menganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanoa menuntut ganti rugi dalam
bentuk apapun, apabila tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;dan
Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah
Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Larangan untuk para PKL pun berlaku, sebagaimana yang dijelaskan

dalam pasal 41, yaitu;

a.

o

o

Q

Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk
lokasi PKL;

Merombak menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat
atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;

Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahkan tangankan TDU PKL

tanpa sepengetahuan dan seizing bupati;
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®

Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa

kegiatan secara terus menerus selama 1(satu) bulan;

=h

Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;

Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dana tau mengubah bentuk

«

trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;

=

. Menggunakan badan jalan untuk temoat usaha kecuali yang diterapkan untuk

lokasi PKL terjadwal dan terkendali;

PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di

nery eysng Nin Y!jlw ejdio ey @

tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
J. Memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang

lain.

2. Siyasah Dusturiyah
a. Pengertian Siyasah Dusturiyah
Kata Dusturi berarti Konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa
Persia yang Artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun

agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami

dTUIR]S] 3}€}S

penyerapan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dusturi berkembang

ATU[)

-maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dustur berarti

ISI9

_kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara
masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis

(konstitusi). Siyasah dusturiyah bagian figh siyasah yang membahas masalah

[1se)] JlIeAg uej[ng jo A3
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©
gperundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep

-
o konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syara,lebih luas lagi bahwa siyasah
o

—

o dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan

=
—-symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib

Xd . . 28

dilindungi.

= . .

0 A’la al-Maududi menakrifkan dustur dengan: “Suatu dokumen yang
c

& memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suati negara.”
©

-u Fatmawati dalam karyanya yang berjudul Fikih siyasah mendefinisikan Siaysah

e

< Dusturiyah sebagai bagian dari Fikih Siyasah yang membahas masalah
perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nila-nilai syari’at. Artinya,
undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam
prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan Al-Qur’an
dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah,akhlak,
muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.?

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah

salah satu cabang dari figh siyasah yang membahas tentang hubungan timbal

IS 2338

balik antara pemerintah dan warga negaranya yang memuat hak serta kewajiban

e

antara keduanya yang dimuat dalam suatu aturan baik tertulis maupun tidak

tertulis yang tentunya disandarkan pada hukum-hukum syari’at yang bersumber

JISI9ATU[N D

" dari Al-Qur’an maupun Hadits.

0 A

ns y

2®Muhammad Igbal,Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik islam, (Jakarta:Prenamedia

Grg‘_ap,2014),h.2.

2% Fatmawati, Fikih Siyasah,(Makassar:Pustaka Almaida,2015),h.102.
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Ulil amri akan dekat dengan kewenangan dan kekuasaan (authority dan

ower) berjalan berdasarkan pada kewenangan, dan kekuasaan. Ulil amri dapat

o O

ikaitan dengan kepala daerah yang berperan dalam menjalankan kekuasaan dan
kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku dan dapat mengeluarkan
peraturan baru yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakatnya. Dalam Al-

Qur“an Surah An-Nisa (4):59 yang berbunyi :

o

3 S 55v§“f\1\ Uofs I3 1y i ikl g4 0 @it

.

W

1

¥ e)xsns Niniiw eydido yeq @

)\-’jb e w ot Jb fﬁ“ (jﬂjb &Jb bj—i‘;-’ vﬁfd\ Jyj&\) AJJ\ ‘_;\ onJJ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara
kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah kepada Allah SWT (Al-Qur’an) dan Rasulnya
(as-Sunnah), jika kamu beriman kepada Allah SWT dan hari
kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”. (Q.S. An-Nisa/4 : 59).

nei

M. Quraish Shihab seorang ulama tafsir di dalam kitab tafsirnya Tafsir
Al-Mishbah berpendapat, bahwa ayat di atas mengandung informasi tentang
dalil-dalil hukum syari’at yaitu Al-Qur’an dan Sunnah yang disampaikan melalui
perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian ijma’ yang di
syaratkan dengan ulil al-amri minkum, lalu analogi atau giyas yang dipahami dari
perintah mengembalikan kepada nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur’an dan

Sunnah, dan ini tentunya dilakukan dengan cara berijtihad.*

(T

[N JO AJISIdATU() dDIWIR[S] d)€}§

%0 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Jilid 2,
gerang Selatan:Lentera Hati, 2016), h. 587

ugj
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Dalam ayat ini Allah SWT , menjelaskan kepada kita semua bahwa

ABH @

seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang

dio

o Khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada

=
—-Allah dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai aturan Allah dan

=
— Rasul-Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini Allah

ijuga memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku

c
& beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka

jeb)
-openyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.*

QD
- Dengan demikian, dapat diketahui bahwa objek kajian figh siyasah

meliputi aspek pengaturan hubungan, antara warga negara dengan lembaga-
lembaga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik
hubungan bersifat intem suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren
antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu,
tampak bahwa kajian siyasah memutuskan perhatian pada aspek pengaturan.
Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M Hasbi Ash Shiddieqy :

“Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-

ISI 2338

urusan mereka dari jurusan penafsirannya, dengan mengingat persesuaian-

e

penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang tidak di peroleh dalilnya yang khusus

3 Wahyu Abdul jafar, “Fiqih Siyasah Perspektif Al-Qur’an dan Hadits ”.Jurnal Pemerintah

1S jo A3rsraarupn d

darpolitik Islam, col, 3 No. 1(2018). H.16 https://ejournal,iainbengkulu.ac.id diakses pada tanggal 24
okgber 2022,pukul 15:17 wib.

[1se)| Juedg


https://ejournal,iainbengkulu.ac.id/

b )

3,
\l'l/'ﬂ

‘nery BYsng NIN Jelem Bueh uebunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buele|iq ‘'z
sew njens uenelun neje Yy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw eAsey uesiinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynun efuey uednnbuad ‘e

h

NVIE YYSNS NIN
o0
.lf U

ﬁ:n
- |

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

29

©
T dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan

qe

o syariah amanah yang tetap.”*

Hal yang ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhba Khallaf: Objek

w eyd

—-pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang
=

 dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok
= o . .
¢ @0ama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi

c
& kebutuhannya. Berkenan dengan luasnya objek kajian figh siyasah, maka dalam

Q;E;tahapan perkembangan figh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembidangan
g figh siyasah.

Dalam penulisan ini, pola hubungan antar manusia yang menuntut

pengaturan siyasah dibedakan menjadi:

a. Figh siyasah dusturiyyah, yang mengatur hubungan antar warga
negara dengan lembaga negara satu dengan warga negara yang lain
dalam batasan-batasan administratif suatu negara.

b. Figh siyasah dawilyyah, yang mengatur antara warga negara dengan
lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang
lainnya. Di bagian ini ada politik masalah peperangan,(siyasah
harbiyyah), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan

berperang, pengumuman berperang dan genjatan senjata.

AJISIIATU) DTWE]S] 3)L)S

C.
2

%2 H.A Djazali, Figih Siyasah,Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Lalu
as,(Jakarta; Fajar Iterpratama Mandiri,Cetakan Pertama 2003),.h.29

}[ns jo
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c. Figh siyasah maliyah, disebut juga dengan politik keuangan dan
moneter. Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos
pengeluaran dan belanja negara, kepentingan/hak-hak publik, pajak
dan perbankan.®

Adapun pembahasan utama di dalam siyasah Dusturiyah yakni kajian

tentang:>

1) Kajian tentang imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan
kewajibannya;

2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;

3) Kajian tentang bai’ah dari zaman ke zaman;

4) Kajian tentang waliyul ahdi;

5) Kajian tentang perwakilan atau wakilah;

6) Kajian tentang ahlul halli wal aqdi;

7) Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presindential dan
parlementer;

8) Kajian tentang pemilihan umum.

"Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digantikan untuk mengemukakan teori-teori yang

relavan dengan masalah yang akan diteliti sebagai kajian pustaka dan

gins yo

wn
@D

[1se) JlueAg u

% bid, h.31

34

Jubair  Situmorang,Politik  Ketatanegaraan dalam islam,(Bandung: Pustaka

2012),h.23
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©
L dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya.

Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang

10 ).

membahas mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1w eyd

-Penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

SNS NIN A

Skripsi berjudul “ PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA
METRO (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Kota Metro), oleh Eko Susanto
7\_(2019) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi Agama Islam Negeri, dengan hasil penelitian. Berdasarkan pembahasan

H e

nei

hasil penelitian bahwa Pemerintahan Kota Metro sudah melakukan
pemberdayaan namun belum maksimal. Pemkot harus terus berinovasi dalam
memperdayakan PKL. Kota Metro, Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar
Cendrawasih kota Metro, antara lain : Pemkot secara perlahan sudah bekerjasama
dengan koperasi untuk meningkatkan akses pasar untuk membantu peningkatan
akses permodalan, setiap event Pemkot sudah bekerjasama kepada PKL untuk
memasarkan produk Kota Metro khususnya bidang kuliner, setiap bulan

ramadhan PKL diperbolehkan berjualan di sekitas lapangan samber.

we[s] 3je)s

N

Skripsi berjudul “ PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

T

SIAK NOMOR 37 TAHUN 2002 DALAM UPAYA PENERTIBAN

dATUN D

PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUAH SERUMPUN KECAMATAN

AJISI

"TUALANG BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH , oleh Ratu
Miranda 2021, program studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah dan

Hukum ,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan hasil

[1sey[ JireAg uej[ng jo
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©
gpenelitian, mengenai Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten siak Nomor 37

-
o tahun 2002 dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tuah Serumpun

o
o Kecamatan Tualang berdasarkan Persoektif figih siyasah adalah Pelaksanaan

=
—-Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 tahun 2002 dari pihak pemerintah

—_
 daerah Kecamatan tualang belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat

ihingga saat ini, masih banyak PKL yang belum dipindahkan /ditata untuk

c
& mewujudkan daerah yang tertib dan tentram. Namun pendekatan yang dilakukan

jeb)
svoleh pemerintahan daerah dan Satpol PP sudah baik bermusyawarah dan

g menghasilkan solusi berupa penataan ketempat baru di Pasar KM 7 Perawang
dengan cara musyawarah. Adanya pendekatan yang baik antara pemerintah
daerah dan PKL menghasilkan proses ketertiban dan ketentraman yang baik.

3. Skripsi berjudul “ PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN
2012 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT
FIQIH SIYASAH (STUDI PASAR TUGU BANDAR LAMPUNG), oleh

= Muhammad Harenggi 2019 , Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden

Intan Lampung. Dengan hasil penelitian, dalam Perda No 2 tahun 2012 pasal 10 ,

Turejsy 923e

sudah sangat jelas bahwa PKL memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus
ditepati, dan pasal 20 menjelaskan tentang sangksi pidana untuks emua

elanggaran yang dilakukan, hanya saja dalam lapangannya masih banyak PKL

Ajrs1aarun d
o o

ahkan dari pihak pemerintah nya tidak menjalankan point-point dalam undang-

undang dengan baik, dan ketidak tegasan pemerintah dalam memberikan sanksi

[1sey[ JireAg uej[ng jo
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UIN SUSKA RIAU

pada setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga Pasar Tugu masih terlihat tidak

o bersih, rapih, dan tertib.

Tke

@)

ak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasi:
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma:
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan ini yang dikemukakan dalam penelitian ini

lw ejydio jeH @

mi&a penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

n

Az.lenis dan Sifat Penelitian
—a. Jenis Penelitian, Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi

atau lapangan.® Adapun lokasi penelitian ini adalah Pasar Rakyat Kabupaten

neiy eys

Indragiri Hulu yaitu sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data

sekunder yaitu buku-buku hukum dan buku-buku lain yang secara lagsung

maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.
b. Sifat Penelitian, Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yang dimaksud
dengan deskriptif adalah suatu metode menggambarkan sifat sesuatu yang
berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari
suatu gejala tertentu secara sistematis dan objektif.** Dalam penelitian ini
akan digambarkan secara tepat dan jelas bagaimana bentuk implementasi
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 di sekitar Pasar Rakyat Kabupaten

Indragiri Hulu.

AJISIIATU) DTWE]S] 3)L)S

% Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, (Bandung: Cetakan ketujuh, CV
ar Maju, 1996), h. 81

% Susiadi, Metodelogi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M
| Lampung 2015), h. 110

M

&1 50
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He

Bl okasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian
dan mengumpulkan data, baik dari sample, informasi, ataupun objek penelitian
yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di sekitar pasar
rakyat kota Rengat, Sekip Hulu, kecamatan Rengat, kabupaten Indragiri Hulu.
Penulis tertarik melakukan penelitian di pasar rakyat kota Rengat karena

banyaknya para pedagang kaki lima yang masih tidak menerapkan peraturan

¥ BYSNg NIN!iw eydioye

daerah nomor 9 Tahun 2017 yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah.

nei

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam pendekatan Kualitatif subjek juga disebut dengan informan dalam
penelitian. Informan merupakan orang yang memberikan informasi. Informan
atau subjek dipilih untuk diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun
yang menjadi subjek penelitian ini adalah pelaku dari orang yang mengerjakan
sesuatu terhadap apa yang dia kerjakan. Subjek dalam penelitian ini adalah,
UPTD Pasar, Satpol PP dan para Pedagang Kaki Lima,

Sedangkan objek penelitian merupakan salah satu titik fokus perhatian

dTUIR]S] 3}€}S

“dalam suatu penelitian. Adapaun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah

ATU[)

-dalam Implementasi Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2017 tentang Penataan dan

ISI9

_Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri

I
=
c

[1se)] JlIeAg uej[ng jo A3
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©
DL Populasi dan Sampel

10 ).

_1) Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi
:oleh Spradley dinamakan "social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas
tiga elemen vyaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang
berinteraksi secara sinergi. Situasi social tersebut, dapat di rumah berikut

keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang

¥ e)ysns NIny!iw eyd

mengobrol, di desa, di kota. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai

nei

objek penelitian yang ingin diketahui.*’

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.*® Adapun populasi dalam
penelitian ini adalah berjumlah 11 orang. Diantaranya, UPTD Pasar Rakyat,

Satpol PP, Pedagang Kaki Lima.

5
P
<)
3
K=}
L

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak

Turejsy 923e

diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi,
adalah sampel yang bersifat representative atau yang dapat menggambarkan

karakteristik populasi.

2; Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, (Bandung: Alfabeta Cv,2012),h.216
Ibid.,h.126.

[1sey[ JIreAg uej[ng jo A}ISIdATuU) d
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Sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai

narasumbe, atau partisipasi, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel

dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel

-teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untukmenghasilkan

teori.*Sampel yang digunakan adalah “total sampling, , yaitu dengan

menjadikan seluruh populasi menjadi sampel atas adanya tujuan tertentu.

penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak

-pdijadikan sampel.“°Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling

e

< dimana dari pasar rakyat yang menjadi sampel adalah 2 aparatur pengelolaan

pasar rakyat, 2 Satpol PP, 7 pedagang kaki lima.

Tabel 1.1

Jumlah Populasi dan Sampel

Sub Populasi Populasi Sampel
(Orang) (Orang) (Orang)
Aparatur Pengelolaan Pasar Rakyat 2 2
Satpol PP 2 2
Pedagang Kaki Lima 7 7
Jumlah 11 11

[1SeY] JIIeAg uej[nig Jo A}JISIdATU) dDTWIR]S] d)e}S
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He

umber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tertentu
diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan yang baik berupa fakta dan angka
yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Data pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan
sekunder.

1. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung

dikumpulkan dari lapangan.** Data ini umumnya diperoleh dari sumber

nery exsng Nin ! iw ejdio ye

Pengelola Pasar Rakyat, Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima di sekitar
Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan
sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai
pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain berupa

karya-karya yang berkaitan denga masalah yang diteliti.*?

w

Data tersier, adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer
dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

internet.

L

1 Zeni Yusarlis, Tujuan Hukum Islam tentang Praktek Tengkulak, IAIN RIL,Bandar
ung, 2015, h, 6
2 M. Syamsudin,Operasional Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Perdasa,2007),h.99

a
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©
F.E\/Ietode Pengumpulan Data

-
1. Observasi, adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan

1D

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau
fenomena yang ada pada objek penelitian.*’. Metode observasi digunakan oleh
seorang peneliti ketika hendak dilakukan penelitian pada tanggal 10
September 2021 di Pasar Rakyat.

Wawancara, adalah salah satu metode pengumpulan data melalui komunikasi,

yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data

nely eysns Nin y!tw eyd

(pewawancara) dengan sumber data (informan).**

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu
laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen
seperti monografi, catatan serta buku-buku yang ada.*

G. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan
analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan

deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek

Turefsy aje}s

yang diteliti.
Proses analisis dimulai dengan mencelah kajian yang tersedia dari

berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian

Ahrsiaarun o

3 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,2007),
e-2,h.73.

* Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit,2010), h.72.
bt *® Suharsimis Arikunto,prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta: Rineka
Ciga, 2010), h. 172.
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mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih
sistematis, sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan

yang teliti.

Teknik Penulisan
Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan
menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif,yaitu mengambarkan dan menguraikan data-data yang ada
hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian
dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

2. Metode induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang
berkaitan dengan masalah yang teliti sehingga memperoleh kesimpulan
secara umum.

3. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah
yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga

dapat ditarik kesimpulannya.
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{ah]
G
o PENUTUP
=
m -
Ag Kesimpulan
;? Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang
=
Edibahas dala penulisan skripsi. Berdasarkan utain dari bab ke bab yang
g)dipaparkan di atas. Penulis menyimpulkan sebagai berikut:
w
& 1. pihak Aparatur UPTD Pasar Rakyat Kota Rengat sudah menyampaikan
o)
o  Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaang
c

[1SeY] JIIeAg uej[ng jo A}JISIdATU() DTWIR]S] d)e}S

N

Pedagang Kaki Lima. Namun, dari Aparatur UPTD Pasar Rakyat dan Satpol
PP dan para pedagang hanya sekedar mengetahui tentang larangan berjualan.
Akan tetapi para pedagang ini tidak memahami secara mendalam. Point-point
dalam undang-undang dengan baik, dan ketidak tegasan pemerintah dlam
memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga Pasar
rakyat masih terlihat tidak bersih, rapi, tertib.

kurangnya ruang untuk memberikan wadah atau tempat kegiatan di Pasar
Rakyat Kota Rengat, sehingga PKL cenderung menempati badan jalan dan
trotoar. Dengan modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga
mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil
atau orang kalangan ekonomi lemah sehingga mendirikan bisninya.
Pemerintah harus lebih ketat dan tegas untuk menertibkan dan memindahkan

lokasi PKL ke tempat yang seharusnya.Salah satu pilihan untuk menyambung

66
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©
g kelangsungan hidup ,yang dikarenakan belum memiliki kesempatan untuk
-
o mendapat pekerjaan yang layak dan akhirnya membuat lapangan kerja baru.
o
o 3. Ditinjau dari Figh Siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam
=]
—- undang-undang nomor 9 tahun 2017, telah sesuai dengan ketentuan hukum
=
— Islam. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang
i kurang sesuai dengan ketentuan Figh Siyasah.
c
w

B Saran
o)
o Sebagai akhir dari tulisan ini, izinkan penulis memberikan saran kepada
c

berbagai pihak sebagai berikut:

1.

[1SeY] JIIeAg uej[ng jo A}JISIdATU() DTWIR]S] d)e}S

Di harapkan bagi UPTD Pasar rakyat agar tetap tegas dalam melakukan
Penataan PKL di pasar rakyat .Karena pedagang kaki lima merupakan
penggerak roda perekonomian rakyat tingkat menengah ke bawah di
Kabupaten Indragiri Hulu

Di harapkan bagi UPTD Pasar Rakyat untuk lebih meningkatkan lagi fungsi
pengawasannya sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang
berasal dari pedagang yang berjualan di pasar rakyat.

Kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan juga ikut bekerjasama
kepada para pihak yang terkait, masalah kebersihan, kelayakan fasilitas, dan
keamanan akan tercipta dengan baik jika memiliki kesadaran bersama. Tidak

menumpuk kepada satu pihak saja.
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LAMPIRAN

A. Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan

masalah pada penelitian yang berjudul “ Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9

ETahun 2017 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Indragiri Hulu

CCDMenurut Figh Siyasah”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab

w

& rumusan masalah

Py

ga. Wawancara UPTD Pasar Rakyat dan Satpol PP

1.

2.

[1SeY] JIIeAg uej[ng jo A}JISIdATU() DTWIR]S] d)e}S

Apa saja Faktor-faktor kendala yang terjadi di Pasar Rakyat ?

Apa upaya yang dilakukan dari pihak Satpol PP dalam menanganin
pedagang kaki lima yang tidsk ikuti aturan?

Apa sanksi yang diberikan oleh pedagang kaki lima ?

Apa ada laporan keluh kesah dari pada pedagang ke pihak UPTD Pasar
Rakyat?

Bagaimana peran pengelolaan Pedagang Kaki Lima UPTD Pasar Rakyat ?
Bagaimana sistem pengelolaan Pasar Rakyat ?

Bagaimana tindakan UPTD Pasar Rakyat dan Satpol PP menghadapi
pedagang kaki lima yang masih berjualan di luar area yang disediakan
Pasar Rakyat?

Bagaimana pengelolaan dengan pedagang kaki lima yang di luar pasar?
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memenuhi yng di inginkan pedagang?

menangani Pedagang kaki lima ?

sediakan?

1. Apakah sudah terlaksana tugas dari pihak UPTD Pasar Rakyat dalam
Rakyat?

6. Kenapa pedagang kaki lima tidak pindah ke tempat lokasi yang telah di

4. Bagaimana kondisi yang dirasakan setelah berjualan di area Pasar
5. Bagaimana dengan fasilitas yang telah diberikan , apakah sudah

2. Apakah ada pengontrolan dari pihak UPTD Pasar Rakyat ?

3. Adakah keluh kesah dari pihak pedagang kaki lima ?

Wawancara Pedagang Kaki lima

© _mu_.mr cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma:
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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wawancara bersama bapak Said solichin
Wawancara bersama bapak satpol pp

Dokumentasi

©mmx

ersity of Sultan Syarif Kasi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma:
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Wawancara bersama Pak Andre Apriyantoni, Ka.Tu UPTD Pengelolaan Pasar

State Islamic University of Sultan Syarif Kasii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma:
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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wawancara pedagang pasar

y of Sultan Syarif Kasii

ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u_:,.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

m... .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma:
l/_._\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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UIN SUSKA RIAU

pedagang kaki lima
pedagang kaki lima

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma:
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar
Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Perspektif Figh Siyvasah ~
yang ditulis oleh:

Nama . OPY MUSTIKA
NIM 11820424649
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munagasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Ahmad Fauzi, MA

Penguji |

Darmawan Tia Indrajaya. M.Ag

Penguji 11 74;{
Dr. Johari, M.Ag

Mengetahui:
Kabag. T.U
Fakultas Svariah dan Hukum

Azmiati, 2‘.;\0“., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003
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Nomor : Un.04/F.1/PP.00.,9/5685/2022 Pekanbaru,04 Juli 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon lzin Riset
Kepada

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatih
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : OPY MUSTIKA

NIM : 11820424649

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)

Lokasi : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi vang berjudul
:PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI! LIMA DI PASAR RAKYAT KABUPATEN
INDRAGIRI HULU MENURUT FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset mi berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya Kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan. terima kasih.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Azki Aris No. 01 Telp (0769) 21047 E-Mail disperindaginhu3@gmail.com
RENGAT
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Rengat, 16 Agustus 2022

Kepada
. 000/Disperindag-Sekre/313 Yth, Rektor UIN SUSKA RIAU
. Biasa di—

- Pekanbaru
. Fasilitasi Kebutuhan Penelitian

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 161/DPMPTSP/NON
IZIN-SKP/V11/2022 Tanggal 25 Juli 2022, Perihal Surat Keterangan Penelitian
untuk Penulisan Skripsi, atas nama :

Nama : OPY MUSTIKA
Nomior Induk Mahasiswa : 11820424649
Nama Lembaga : UIN SUSKA RIAU

Pada prinsipnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Indragin Hulu memfasilitasi kebutuhan data Mahasiswa tersebut untuk
melakukan penelitian guna kepentingan Penulisan Skripsi yang bersangkutan
sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Sarjana Lengkap Strata-1 (S-1) pada UIN SUSKA RIAU.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

e T
N Kapats Dinas Panndusirian den
Perdagangen Kabupeten Indragen Huu

9 ALRUY AKBAR, SE
@ Pembina Ty | (VD)
NP 19751003 200112 1 003
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 06 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
bokeat oo id Website. d e

Email. info@dpmptsp.i g ; b.go.id
RENGAT

RAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 161/DPMPTSP/NON IZIN-SKP/VI11/2022

MEMBACA . Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 15 Juli 2022 perihal permohonan Surat
Keterangan Penelitian;
MENIMBANG : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi
Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/491 14 Tanggal 11 Juli 2022;
MENGINGAT : |. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat
Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Layanan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian
kepada :

1. Nama . OPY MUSTIKA

2. Nomor Induk Mahasiswa . 11820424649

3. Alamat © JL. KONGSI 1V - GG. CERI NO.3 RT/RW 002/001 KEL. TANAH MERAH
KEC. PASIR PENYU - KAB. INDRAGIRI HULU

4. Kebangsaan : INDONESIA

Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai
berikut .
1. Judul Penelitian . PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT
KAB. INDRAGIRI HULU MENURUT FIQH SIYASAH

2. Lokasi Penelitian : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN K AB. INDRAGIRI HULU
3. Lama Penelitian : 6 (ENAM) BULAN

4. Status Peneliti : MAHASISWA

5. Nama Lembaga . UIN SUSKA RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan
kegiatan ini.

2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan
objek lokasi penelitian.

3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 25 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- AR

Tembusan disampaikan kepada Yth, .
1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
2 11N STISK A RIATH
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/49114
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5685/2022 Tanggal 4
Juli 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama :  OPY MUSTIKA

2. NIM/ KTP : 11820424649

3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH)

4. Jenjang 81

5. Alamat :  PEKANBARU

6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG

PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT KABUPATEN
INDRAGIRI HULU MENURUT FIQH SIYASAH

7. Lokasi Penelitian . DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

-

. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :  Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Juli 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
—— Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPR | DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINS! RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan
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